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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan 

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan antara lainnya sebagai berikut : 

1. Penyelesaian konflik pertanahan melalui badan peradilan pidana, 

peradilan tata usaha negara dan peradilan  perdata  tidak memberikan 

perlindungan hukum secara utuh tentang pihak yang memiliki hak 

yang sah atas tanah yang dipersengketakan. 

2. Akibat hukum dari dari penyelesaian konflik pertanahan melalui 

badan peradilan tidaklah  memberikan kepastian hukum tentang hak 

atas tanah Kaveling 63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, 

karena belum adanya putusan badan peradilan yang memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat tentang hak atas tanah Kaveling 63 

Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan.  

 

V.2  Saran  

Dengan memperhatikan pembahasan dan kesimpulan yang telah 

didapatkan, diberikan beberapa saran antara lainnya sebagai berikut : 

a. Karena kepastian hukum dan perlindungan hukum tentang pihak yang 

memiliki hak yang sah atas tanah yang dipersengketakan tidaklah 

diperoleh melalui badan peradilan tata usaha negara dan badan 

peradilan perdata sebagai badan peradilan, diperlukan untuk 

memberikan alternatif adanya peradilan pertanahan sebagai badan 

penyelesaian sengketa pertanahan. Walau agak berbau idealis, namun 

kepada pihak legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang 

disarankan untuk merancang dan menetapkan adanya peradilan khusus 

pertanahan sebagai bagian dari badan peradilan. Tujuannya agar 

penyelesaian sengketa pertanahan dapat mewujudkan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum yang utuh tentang pihak yang memiliki hak 

yang sah atas tanah yang dipersengketakan. 
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b. Dengan banyaknya penyebab sengketa yang menjurus sebagai konflik 

pertanahan, disarankan kepada lembaga peradilan terutama peradilan 

perdata untuk lebih peka terhadap kebutuhan kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang didambakan 

oleh semua pencari keadilan melalui badan peradilan. 
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